
Dengan ini diwajibkan kepada seluruh satuan kerja untuk mengisi 

data pada link tersebut paling lambat tanggal 22 Februari 2021 baik satker 

Jumlah Satuan 

No. Kategori Data dan Informasi 
Kerja Yang 

Keterangan 
Telah Mengisi 

dan Melengkapi 

1 Kas di Bendahara Pengeluaran 821 Dari 917 satker 

2 Kas di Bendahara Penerimaan 720 Dari 91 7 satker 

3 Persediaan 823 Dari 91 7 satker 

4 Belanja Di Bayar Dimuka 459 Dari 917 satker 

5 Utang Kepada Pihak Ketiga 761 Dari 917 satker 

6 Biaya Perkara dan Uang Titipan 702 Dari 917 satker 
Lainnya 

7 PPO- Bank BTN 71 Dari 133 satker 

8 Data Covid 618 Dari 91 7 satker 

Sehubungan dengan Surat Ketua Tim Pemeriksa BPK Nomor 04/LK 

MA/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 hal Pemenuhan Pemeriksaan 

Dokumen (terlampir) yang merupakan tindak lanjut surat sebelumnya nomor 
02/LK-MA/02/2021 tanggal 3 Februari 2021, bahwa terdapat satuan kerja 

yang belum mengisi data dan informasi pada ~12.~.:: ... Lk!.!._l\ 11 ikl.l-, MA~020 

dengan rincian sebagai berikut : 

Yth. 1. Para Sekretaris Unit Eselon I Mahkamah Agung RI 
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding 
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama 
Di tempat 

Lampiran 1 (satu) berkas 

Hal : Pemenuhan Permintaan Dokumen Pemeriksaan 

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

JL. MEDAN MERDEKA UTARANO. 9-13, JAKARTA 101 IO-TROMOL POS NO. 1020 
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 I Fax : (021) 3453553, 3454546 

18 Februari 2021 558 /SEK/KU.00/02/2021 Nomor 



------------''-------- 

Tembusan: 
1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI 
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial 
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI 
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI 
5. Panitera Mahkamah Agung RI 
6. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI 
7. Para Kepala Badan di lingkungan Mahkarnah Agung RI 
8. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 
9. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 
10. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding 
11. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama. 

HKAMAH AGUNG 
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Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta 
melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI yang akan 

diteruskan kepada Kepala Sadan Pengawasan Mahkamah Agung RI. 

yang memiliki saldo/PPO maupun satker yang tidak memiliki saldo/PPO 

(saldo/PPO diisi 0) dengan tetap mengirimkan data dukung yang lengkap 

(jika ada). 

Diminta kepada Koordinator Wilayah (Korwil) selaku Penanggung 

Jawab Satuan Kerja Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang 

Wilayah (UAPPA/B-W) DIPA 005.01, DIPA 005.03, DIPA 005.04, dan DIPA 

005.05 untuk dapat memonitoring kelengkapan permintaan dokumen 

terse but. 
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